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P U T U S A N

Nomor 5083/Pdt.G/2021/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili  perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan tanggal  lahir  di  Bogor,  21  September  1992,  NIK

3201036109920002,  agama Islam,  pendidikan

terakhir  SD,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

tempat  tinggal  di  XXXXX  Kabupaten  Bogor

selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan 

TERGUGAT,  tempat dan tanggal  lahir  di  Bogor,   22 Febuari  1985 ,  agama

Islam,  pendidikan  terakhir  SMP,  pekerjaan

Buruh,  tempat  tinggal  di  XXXXX,  Kabupaten

Bogor selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  yang  didaftar  pada

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cibinong  dalam  register  perkara  Nomor

5083/Pdt.G/2021/PA.Cbn  tanggal  3  September  2021,  yang  posita  dan

petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa,  pada  tanggal  01  April  2010,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal terakhir di Kampung Salabentar, RT. 009, RW. 003, Desa Jampang,

Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  dan  istri  (ba’da  dukhul),

dansudah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXX;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis. Akan tetapi, sejak Bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya

antara lain :

a. memukul  Bahwa Tergugat  pernah  melakukan kekerasan  dalam

rumah tangga (KDRT);

b. Bahwa  Tergugat  sering  berkata  kasar,  menghina dan

merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;

c. Bahwa Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam pemenuhan

kebutuhan  rumah  tangga  dan  Tergugat  seenaknya  saja  dalam

memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;

d. Bahwa  Tergugat  kurang  dalam  memberi  perhatian  dan  kasih

sayang kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2017 , dimana antara Penggugat

dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan

Tergugat  sudah  tidak  terjalin  hubungan  badan  sebagaimana  layaknya

suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak

berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang diuraikan di atas sudah sulit  dibina untuk membentuk suatu rumah

tangga  yang  sakinah  mawaddah  warahmah sebagaimana  maksud  dan
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tujuan  dari  suatu  pernikahan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;

8. Bahwa,  dengan fakta-fakta  tersebut  di  atas  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  memohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (XXXXX);

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sesuai  hukum yang

berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau  apabila  Majelis  Hakim mempunyai  pendapat  lain,  mohon  menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  dipanggil  untuk  menghadap  ke  persidangan,  atas  panggilan

tersebut Penggugat  hadir  in  person,  sedangkan Tergugat  tidak pernah hadir

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai  wakil  atau kuasanya, meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan

dengan  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat  agar  bersabar  dan  tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat, akan  tetapi

tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
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Bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir,  maka  perkara  ini  akan

diperiksa dan diputus secara verstek, 

Bahwa  setelah  dibacakan  surat  gugatan  tersebut,  Penggugat

menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan

Tergugat  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan XXXXX  telah

dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.; 

B. Bukti Saksi :

1.SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama terakhir di Desa

Jampang Gunung Sindur;

- Bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak rukun sejak empat tahun yang lalu;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran

karena masalah ekonomi keluarga;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat

tahun yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

2.SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung  Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  Bersama  terakhir  di

Gunung Sindur;

- Bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak rukun sejak empat tahun yang lalu;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat

tahun yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada

gugatan  serta  memohon kepada Majelis  Hakim untuk  menjatuhkan putusan

dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang

terjadi  dalam  persidangan  telah  dicatat  dalam  berita  acara  sidang  yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  relaas  panggilan,  maka  Penggugat

dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap  di

persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan

Pasal 26 ayat (1). (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 122 H.I.R.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan,

maka  upaya  damai  melalui  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  sebagaimana

maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian

yang  merupakan  bagian  dari  perkara  di  bidang  perkawinan  sesuai  dengan

ketentuan Pasal  49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai

perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  dan  telah

mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

perkara ini termasuk kewenangan  absolut (absolute competentie) Pengadilan
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Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun  1989  Jo.  Pasal  132  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  secara  relative

competentie Pengadilan  Agama  Cibinong berwenang  untuk  memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  maka

yang menjadi  pokok masalah dalam perkara ini  ialah Penggugat menggugat

cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat  pada petitum gugatan  meminta agar

mengabulkan  gugatan Penggugat dan  memohon kepada Majelis hakim untuk

menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sugra  Tergugat  terhadap  Penggugat  dengan

alasan sebagaimana pada posita gugatan Penggugat, dengan mengajukan alat

bukti surat dan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara

verstek,  oleh  karena  perkara ini merupakan perkara perdata  khusus yaitu

perkara perceraian,  dan untuk menghindari  terjadi  arrest  kebohongan, maka

kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka satu menyatakan

tentang pernikahan dengan Tergugat, yang dibuktikan dengan bukti P., Majelis

hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan  pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.  Pasal 3 Ayat

(1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan

Tarif  Bea  Meterai  Dan  Besarnya  Batas  Pengenaan  Harga  Nominal  Yang

Dikenakan Bea Materai,  untuk  itu  bukti  surat a quo  telah memenuhi  syarat

formil  alat  bukti  surat, dan  isi  dari  bukti  P.  tersebut  membuktikan  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  sesuai

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dengan

demikian  bukti  P.  telah  memenuhi  syarat  materil  alat  bukti  surat,  dan  patut

diterima,  dengan  demikian  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  pihak  yang

memiliki  legal standing dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi

in judictio);

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 5083/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  pada  posita  gugatan  penggugat  menyatakan

tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan mengajukan bukti

saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak

dilarang  menjadi  saksi,  dan  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan

sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 1 ( 3e) H.I.R., untuk itu kedua saksi telah

memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  kedua  saksi  yang

menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

rukun karena sering terjadi  pertengkaran yang akhirnya terjadi  pisah rumah.

Ledua saksi mengetahui langsung pristiwa yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat dengan melihat, mendengar dan sesuai yang dialami

kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai

relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai maksud Pasal 171

dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil

bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat

formil  dan  materil,  maka  sudah  sepatutnya  diterima  sebagai  pendukung

kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menunjukkan  sikap  dan

keinginannya yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka apabila salah satu

pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan

indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk

mempertahankannya,  maka  patut  diduga  bahwa  hal  itu  akan  menimbulkan

mudlarat yang  lebih  besar  dari  pada  manfaatnya  padahal  menolak

kemudharatan harus lebih didahulukan dari  pada memperoleh kemaslahatan

sebagaimana kaidah Fiqih menyatakan :                  

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik

kemashlahatan ;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  dan

fakta-fakta  tersebut  di  muka,  maka  telah  sangat  sulit  bagi  Penggugat  dan

Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;          

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sebagaimana  dipertimbangkan  di  atas,  jika  dihubungkan  dengan  Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur

utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin

dan  apabila  unsur  tersebut  sudah  tidak  ada  lagi,  maka  hakikat  perkawinan

tersebut  telah  terurai  dan  terlepas  dari  sendi-sendinya,  dengan  demikian

majelis  hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  kedua  belah  pihak  telah

pecah  (broken  marriage)  dan  tidak  ada  lagi  harapan  untuk  dapat  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  yang

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat

Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dihubungkan

dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis hakim menemukan

fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah suami isteri sah;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  majlis  berpendapat  Penggugat  telah  berhasil  membuktikan  dalil

gugatannya, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi

maksud Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  juncto

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis hakim berpendapat

bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dibuktikan oleh
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Penggugat  dan gugatan Penggugat  tidak melawan hukum, dan  oleh karena

yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (in casu Penggugat), maka

perceraian  yang  akan  dijatuhkan  berdasarkan  putusan  pengadilan,  sesuai

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, untuk itu gugatan

Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu  ba’in

sugra Tergugat  terhadap  Penggugat  sebagaimana  akan  dicantumkan  pada

amar putusan;

Menimbang,  bahwa  pemanggilan  terhadap  Tergugat  untuk  datang

menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan

tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya,

meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R.,

dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan

Penggugat  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  untuk  itu  Majelis  hakim

berpendapat  bahwa  Tergugat  dapat  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini

diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan

Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang,  bahwa karena perkara ini  termasuk bidang perkawinan,

sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah  mengalami  perubahan  untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang-undang

Nomor  50  tahun  2009,  maka  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat (XXXXX);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 24 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Hj.  Ratna  Jumila,  M.H. dan  Dra.  Hj.  Budi

Purwantini,  S.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

pada hari  itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota – anggota, Ketua Majelis,

td.

td.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.

td.

Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H.

Panitera Pengganti,

td.

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Biaya Proses : Rp 50.000,-

-  Panggilan : Rp 430.000,-

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp               10.000,-  

J u m l a h : Rp 550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

n
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